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INTISARI 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi 
peraturan perundang undangan di Indonesia dalam perlindungan terhadap data 
pribadi dan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan perlindungan atas data 
pribadi dalam hukum positif di Indonesia. 
Jenis penelitian ini yuridis normatif. Metode pendekatan menggunakan 
pendekatan peundang-undangan. Data penelitian ini menggunakan data sekunder. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang telah penulis lakukan 
dapat disimpulkan bahwa pertama, eksistensi peraturan perundang undangan di 
Indonesia dalam perlindungan data pribadi sebenarnya telah ada, namun tersebar 
di berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai 
peraturan apabila peraturan tersebut memuat setiap informasi pribadi yang berisi 
nomor KK, NIK (nomor KTP), tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang 
kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi 
catatan peristiwa penting dapat dikatakan bahwa data pribadi eksis dan data 
pribadi dalam peraturan yang bersangkutan wajib dilindungi. Kedua, pengaturan 
perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di Indonesia seyogyanya 
memiliki tata kearsipan yang sistematis dan efektif sehingga pelayanan penyajian 
informasi berkaitan dengan data pribadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
mempunyai arti yang sangat penting yaitu untuk menyusun rencana program 
pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan arsip dapat diketahui bermacam-macam 
informasi yang sudah dimiliki, dapat ditentukan sasaran yang akan dicapai dengan 
menggunakan potensi yang ada secara maksimal. Dalam kaitan dengan 
Pembentukan hukum mengenai data pribadi pada masa mendatang, pemerintah 
perlu menciptakan peraturan-peraturan yang akurat untuk mengantisipasi masalah 
tersebut melalui pembaruan dari hukum yang telah ada dan sesuai dengan 
perkembangan teknologi dan informasi yang sangat maju dewasa ini. Negara 
harus hadir dalam memberikan perlindungan data, apalagi perpindahan data 










LAW POLITICS IN PROTECTION OF PERSONAL DATA IN 
INDONESIA 




The purpose of this study was to determine and explain the existence of 
laws and regulations in Indonesia in the protection of personal data and to identify 
and explain the settings on the protection of personal data in the positive law in 
Indonesia. This type of research is normative. Method approach peundang-law 
approach. This study data using secondary data. Analysis of the data used in this 
study is qualitative. Based on the results of research and discussion that has been 
done can be concluded that the first, the existence of laws and regulations in 
Indonesia in the protection of personal data has actually been there, but scattered 
in various laws and regulations. It can be seen in various regulations if these 
regulations contain any personal information that contains numbers KK, NIK (ID 
number), date / month / year of birth, information about physical disability and / 
or mental, NIK mother, father NIK, and some the contents of record important 
events can be said that the personal data exist and personal data in the relevant 
regulations must be protected. Second, setting the protection of personal data in 
the positive law in Indonesia should have a systematic record keeping and 
effective presentation of information so that services related to personal data in 
the framework of the implementation of activities has a very important meaning is 
to plan the implementation of an activity program. With the archive can be seen a 
variety of information that is already owned, it can be determined that the target 
will be achieved by using existing potentials to the fullest. In regard to the law 
concerning the establishment of the data in the future, the government needs to 
create an accurate regulations to anticipate such problems through reform of 
existing laws and in accordance with the development of information technology 
and very advanced nowadays. Countries must be present in providing data 
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